
 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO 

NOMOR 8 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 3 TAHUN 

2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN 

SIAU TAGULANDANG BIARO 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 

negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, 

perlu dilakukan peningkatan integritas serta upaya 

pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; 

  b.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang 

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum, telah dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang ditetapkan 

dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2022 

tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau 



Tagulandang Biaro Nomor 160 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit 

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; 

  c. bahwa untuk merespon adanya penggantian susunan 

keanggotaan dalam Tim sebagaimana dimaksud pada 

huruf b, perlu dilakukan perubahan keempat terhadap 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2022 

tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang 

Perubahan Keempat atas Keputusan KPU Kabupaten 

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2022 

tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4150); 
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3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6409); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6897); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4450); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

  8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 
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  9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang 

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 

2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan 

Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

Instansi Pemerintah; 

  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 

tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1695); 

  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 377); 

  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
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Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  21 Tahun 

2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); 

  14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 172). 

  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG 

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU 

TAGULANDANG BIARO NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO. 

KESATU : Menetapkan perubahan susunan keanggotaan Unit 

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan 

susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 
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KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Ondong Siau 

Pada tanggal 31 Juli 2025 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

 KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO 

 

ttd. 

 

STEVANUS KAARO 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG 

BIARO  

NOMOR 8 TAHUN 2025 

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG 

BIARO NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN 

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN 

SIAU TAGULANDANG BIARO 

 

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO 

 

No Nama Jabatan 
Jabatan Dalam 

UPG 

1 Stevanus Kaaro Ketua KPU Pengarah 

2 Frismar B.S. Siramba Anggota KPU Pengarah 

3 Fidel Malumbot Anggota KPU Pengarah 

4 Vicri R. Lahansang Anggota KPU Pengarah 

5 Ibrahim Lihawa Anggota KPU Pengarah 

6 Nelwan Maloring Sekretaris Ketua 

7 Imelda M. Patras Kepala Sub Bagian Teknis 
Penyelenggaraan Pemilu dan 

Hukum 

Sekretaris 

 
8 

 
Fedryanus Tendean 

Kepala Sub Bagian Partisipasi 
Hubungan Masyarakat dan 

SDM 

 
Anggota 

9 Preis B. Bulele Plt. Kepala Sub Bagian 
Keuangan, Umum dan Logistik 

Anggota 

10 Jeiki E. Mentang Kepala Sub Bagian 
Perencanaan, Data dan 

Informasi 

Anggota 
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11 Kurnia G. Lumingkewas Pelaksana  
Anggota 

12 Ceria M. Makisurat Pelaksana  
Anggota 

 
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, 

 

ttd. 

 

STEVANUS KAARO 
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